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Pemohon adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan 
atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Berdasarkan tujuan sebagaimana 
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh, maka sebagai partai 
politik yang platform perjuangannya berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, 
lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, Pemohon sangat berkepentingan untuk 
menguji UU Cipta Kerja secara formil karena UU Cipta Kerja dibentuk dengan tidak 
memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945, UU PPP, dan 
amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan UU tersebut 
memuat berbagai pengaturan mengenai perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, 
masyarakat adat, dan sebagainya yang kesemua hal tersebut merugikan masyarakat kecil 
yang merupakan konstituen dan menjadi pihak dibela kepentingannya oleh Partai Buruh. 
Pemohon merasa dirugikan karena berlakunya UU  6/2023 dalam pembentukannya 
bertentangan dengan UUD 1945.   

Tentang kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
pengujian formil  undang-undang, in casu UU 6/2023 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo. 

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah memandang Pemohon 
memiliki hubungan pertautan langsung dengan UU 6/2023 karena materi muatan norma 
dalam UU 6/2023 berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian 
utama Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak buruh/pekerja sebagai upaya 
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas 
dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas 
pembentukan/persetujuan UU 6/2023, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
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mengajukan permohonan a quo.  

Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan 
syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU 13/2022. Terhadap 
dalil a quo, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah 
Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, bertanggal 2 
Oktober 2023 sub-Paragraf [3.14.6] dan sub-Paragraf [3.14.7]. Berdasarkan rangkaian 
pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon 
adalah berkenaan dengan syarat yang diatur oleh Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU 
13/2022 maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil 
dalam permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan 
anggapan penetapan UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 
UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat 
kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 
22 ayat (1) UUD 1945 dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. 
Berkenaan dengan isu konstitusionalitas penetapan UU 6/2023 dianggap tidak memenuhi 
syarat kegentingan yang memaksa telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, 
yaitu sub-Paragraf [3.15.1]. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu 
konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan UU 
6/2023 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana 
penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 138/PUU-VII/2009, maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk 
menjawab dalil dalam permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon 
berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana 
penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam penetapan UU 
6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum; 

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai 
dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, menurut 
Pemohon pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan syarat partisipasi yang bermakna 
(meaningful participation) sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
91/PUU-XVIII/2020 a quo. Berkenaan dengan isu anggapan penetapan Perppu 2/2020 yang 
kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023 tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya 
dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah 
diucapkan sebelumnya, yaitu sub-Paragraf [3.15.3] dan sub-Paragraf [3.15.4]. Berdasarkan 
rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan 
Pemohon adalah berkenaan dengan ketidaksesuaian antara penetapan UU 6/2023 dengan 
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka pertimbangan pada 
Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 tersebut mutatis mutandis berlaku 
pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil 
Pemohon berkenaan dengan ketidaksesuaian antara penetapan UU 6/2023 dengan Amar 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah tidak beralasan menurut 
hukum.  

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa  pembentukan UU 6/2023 
dianggap tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful 
participation) juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya, yaitu Sub-paragraf 
[3.15.5] sampai dengan sub-Paragraf [3.15.6]. Berdasarkan rangkaian pertimbangan 
tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon adalah 
berkenaan dengan penetapan UU 6/2023 dianggap tidak memenuhi syarat partisipasi 
masyarakat yang bermakna (meaningful participation), maka pertimbangan tersebut mutatis 
mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon a quo. Dengan 
demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat partisipasi masyarakat 
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yang bermakna dalam penetapan UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum; 

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penetapan UU 6/2023 tidak sesuai 
dengan Pasal 42A UU 13/2022 karena menurut Pemohon, undang-undang a quo tidak 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan padahal menggunakan metode omnibus, 
Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 42A UU 13/2022 pada pokoknya menyatakan 
penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-
undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pemohon beranggapan 
pembentukan UU 6/2023 tidak melalui proses tersebut sehingga menyalahi prosedur 
pembentukan undang-undang. Untuk menjawab permasalahan ini, maka perlu dipahami 
terlebih dahulu latar belakang pembentukan UU 6/2023 a quo. UU 6/2023 pada dasarnya 
bukan merupakan undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan proses atau 
prosedur yang biasa, karena undang-undang a quo merupakan produk undang-undang yang 
berasal dari RUU penetapan Perppu menjadi undang-undang, sehingga latar belakang 
pembentukan UU 6/2023 tidak dapat dilepaskan dari pembentukan Perppu 2/2022 yang 
disahkan oleh undang-undang tersebut. Latar belakang dari pembentukan Perppu tersebut 
telah dipertimbangkan Mahkamah sebagaimana pertimbangan di atas dan dalam 
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang juga telah 
dikutip pada Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas. Dari pertimbangan tersebut telah 
disimpulkan bahwa penetapan Perppu 2/2022 yang kemudian menjadi UU 6/2023 menurut 
DPR telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Dengan perkataan lain DPR telah 
memberikan penilaian mengenai keterpenuhan syarat tersebut sehingga anggapan 
Pemohon mengenai pembentukan undang-undang a quo tidak memenuhi kriteria 
kegentingan yang memaksa telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Penegasan 
mengenai penetapan Perppu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 dianggap 
memenuhi syarat kegentingan memaksa adalah penting untuk menjawab persoalan apakah 
pembentukan UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 42A UU 13/2022. Lahirnya perppu 
memang tidak melalui tahapan perencanaan, sebab perppu dibuat jika dan hanya jika 
terdapat unsur kegentingan yang memaksa yang secara faktual tidak setiap saat unsur 
tersebut ada. Dengan demikian, undang-undang yang merupakan produk hukum penetapan 
perppu menjadi undang-undang pun tidak akan dicantumkan dalam dokumen perencanaan 
sebagaimana diatur oleh Pasal 42A UU 13/2022. Hal ini berbeda halnya dengan undang-
undang biasa yang harus direncanakan terlebih dahulu dalam program legislasi nasional. 
Pokok permasalahan yang disampaikan Pemohon berkenaan dengan hal ini lebih relevan 
untuk pembentukan undang-undang dengan prosedur biasa, sedangkan UU 6/2023 dibentuk 
sebagai produk yang melalui proses pengesahan perppu menjadi undang-undang, yaitu 
Perppu 2/2022 di mana keterpenuhan syarat kegentingan memaksa dari perppu tersebut 
telah dinilai dan disetujui oleh DPR. Sedangkan, berkenaan dengan metode undang-undang 
omnibus, menurut Mahkamah, baik UUD 1945 maupun UU 13/2022 tidak mengatur 
mengenai batasan materi apa saja atau bentuk undang-undang apa saja yang tidak dapat 
dibuat dalam bentuk perppu. Pasal 7 dan Pasal 11 UU 12/2011 juga menegaskan bahwa 
perppu baik dari segi kedudukannya maupun dari segi materi muatannya sederajat dengan 
undang-undang. Pembentukan perppu dan materi apa saja yang akan diatur dalam perppu 
tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dalam rangka menghadapi dan menyikapi 
adanya kondisi kegentingan yang memaksa. Sepanjang syarat kegentingan yang memaksa 
tersebut telah dinilai dan disetujui oleh DPR, maka perppu tersebut kemudian harus 
disahkan sebagai undang-undang. Adapun mengenai substansi atau isi dari perppu yang 
telah disahkan menjadi undang-undang tersebut tetap merupakan kewenangan Mahkamah 
untuk menilainya dalam penerapan kewenangan pengujian terhadap materi undang-undang 
atau pengujian materil norma undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, 
Mahkamah memandang bahwa pembentukan UU 6/2023 tidak seharusnya mengikuti syarat 
tercantumnya RUU dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A 
UU 13/2022. Hal ini bukanlah pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan tidak 
melanggar perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 
sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.  
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon a quo mengenai anggapan 
penetapan UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 42A UU 13/2022 adalah tidak beralasan 
menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 
berpendapat, telah ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.  

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk 
seluruhnya. Dengan demikian, selanjutmya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 


